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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1	Kajian Pustaka
2.1.1	Otonomi Daerah
2.1.1.1	Pengertian Otonomi Daerah
	Desentralisasi dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan prinsip utama otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu makna yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan di antara berbagai level pemerintahan. 
Menurut Indra Bastian, berpendapat bahwa:
	“Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 
(2006:338)
		Menurut Widjaja, berpendapat bahwa:
	“Otonomi Daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.”
(2007:19)
Dari Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat guna meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Kebijakan desentralisasi dititikberatkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

2.1.1.2		Kebijakan Otonomi Daerah
Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal, menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut:
1.  (
“
)Otonomi Daerah dan Desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). 
2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perokonomian daerah.”
(2002:24)
Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Undang-undang memberikan otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha) dalam proses pembangunan. 

2.1.1.3	Asas-Asas Otonomi Daerah
	Dalam rangka Negara kesatuan, pemerintah Pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Ada beberapa asas penting dalam Undang-undang Otonomi Daerah yang perlu diperhatikan, menurut Indra Bastian, yaitu:  
“    1.	Asas desentralisasi;
2. Asas dekontralisasi;
3. Asas Tugas Pembantuan;
4. Asas Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.”

(2006:338)
Adapun penjelaskan kutipan diatas berdasarkan asas-asas otonomi daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Asas Desentralisasi 
merupakan penyerahaan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
b. Asas Dekontralisasi 
merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau pusat di daerah.
c. Tugas Pembantuan 
merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengna kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. 
d. Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 
merupakan suatu system pembiayaan pemerintahan dalam rangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antardaerah secara proposional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi,kondisi,serta kebutuhan daerah,sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewengna serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut,termasuk pengelolaandan pengawasan keuangannya.

2.1.1.4	Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Basis Perekonomian Daerah
Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. 
Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilita publik sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Dari aspek perencanaan, Daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah. 
Dari aspek pengendalian, Pemerintah Daerah dituntut mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam organisasi dan berfungsi sebagai proses pencapaian efektifitas dimana tujuan pemerintah dapat dicapai. Serta mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, pengendalian selama ini dianggap sebagai hal terpenting kedua setelah perencanaan. 
Dari aspek akuntabilitas publik, tuntutan akuntabilitas publik  mengharuskan pemerintah dapat memberi informasi dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Selanjutnya pemerintah, baik daerah maupun pusat dapat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat luas. Sedangkan pengertian akuntabilitas publik itu sendiri, menurut Mardiasmo adalah:
“Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memilki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

(2004:20)
APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi daerah yang bersangkutan. Untuk memperlancar pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban (responsibility centers)  sebagai unit pelaksana. 

2.1.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2.1.2.1	Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sarana atau wadah dalam menjalankan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda), karena di dalam APBD dapat menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah.
Menurut Indra Bastian, menjelaskan bahwa:
“APBD merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.”
(2006:189)
Menurut Mardiasmo, menjelaskan bahwa:
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.”
(2002:9)
Sedangkan menurut Widjaja, menjelaskan bahwa:
“Anggaran Pendapatan dan Belanaj Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari samapai dengan tanggal 31 Desember.”
(2007:263)
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Operasional daerah yang menggambarkan bahwa adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di mana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci, dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan dan jenis proyek untuk keperluan satu tahun anggaran yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. 

2.1.2.2	Prinsip-Prinsip Penganggaran 
	Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah azas atau prinsip universalitas anggaran, menurut Widjaja terdiri dari:
1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran (
“
);
2. Disiplin anggaran;
3. Keadilan anggaran;
4. Efisiensi dan efektfitas anggaran; dan
5. Format Anggaran.”

(2001:68)
Lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah  berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. 	Transparansi dan akuntabilitas anggaran 
APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses angaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 
2.	Disiplin anggaran 
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rsional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran ahus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan daam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBD/perubahan ABPD. 
3. 	Keadilan anggaran
Pemerintah daearah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karen apendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat. 
4. 	Efisiensi dan efektfitas anggaran
Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal unutk kepentingan masyarakat. 
5. 	Format Anggaran
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengupayakan pencapaian hasil kerja (outout/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait. 












2.1.3 Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
2.1.3.1Pengertian Anggaran Belanja Daerah
	Menurut Mardiasmo, menjelaskan bahwa:
“Anggaran Belanja Daerah adalah suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan mengenai  belanja dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. ” 
(2004:62)

Sedangkan menurut Widjaja, menjelaskan bahwa:
	“Anggaran Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
(2007:152)
	Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan  bahwa anggaran belanja daerah adalah sebagai pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Anggaran belanja daerah juga dibagi kedalam dua kelompok, yaitu:
1. Anggaran Belanja Langsung
Anggaran belanja langsung adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus, yang dimaksudkan untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan analisa dan evaluasi hubungan antara kebutuhan dan hasil serta manfaat yang diperoleh. Belanja Langsung terdiri dari: 
a) Belanja administrasi umum antara lain: Belanja Pegawai, Belanja barang, Belanja perjalanan dinas, Belanja pemeliharaan 
b) Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana. 
2. Anggaran Belanja Tidak Langsung
Anggaran belanja tidak langsung adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang ingin dicapai. Belanja Tidak  Langsung terdiri dari: 
a) Belanja Publik 
yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.
b) Belanja Aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang. 
c) Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari penagihan uang tersebut.
Pengeluaran transfer ini terdiri atas: Angsuran pinjaman, Dana bantuan dan Dana cadangan. 

2.1.3.2Fungsi-Fungsi Anggaran Belanja Daerah
	Anggaran belanja daerah mempunyai peranan penting dalam sistem keuangan daerah, menurut Mardiasmo Anggaran belanja daerah mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain yaitu: 
1)  (
“
)Anggaran Sebagai Alat Perencanaan;
2) Anggaran Sebagai Alat Pengendalian;
3) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal;
4) Anggaran Sebagai Alat Politik;
5) Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi;
6) Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja;
7) Anggaran Sebagai Alat Motivasi;
8) Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik.”

(2004:63)
Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:
1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool)
Anggaran merupakan alat perencanan untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran belanja daerah dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan olehpemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:
a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
b. Merencanakan berbagai programdan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya,
c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan 
d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.  
2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool)
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Anggaran pun dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekeuasaan) eksekutif dan alat untuk memonitor kondisis keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.
3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiscal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi dan anggaran dapat digunakan pula untuk mendorong, memfasilitai, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool)
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap priorita tersebut. Anggaran merupakan dokumen politik sebagaia bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana public untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah tekins akan tetapi lebih merupakan alat politik (political tool). Oleh karena itu, pembuatan anggaran membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip keuangan oleh para pengguna anggaran. 
5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Comminication Tool)
Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.
6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool)
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislative). Kinerja eksekutif akan dinila berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja dinilai berdasarkan berapa yang berhasil yang dicapai kemudian dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pemerintah agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. 
8. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere)
Anggaran tidak boleh diabaikan oleh pemerintah, birokrat,dan DPR/DPRD. Masyarakat, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan pemerintah. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. 

2.1.3.3  Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
 Pelaksanaan anggaran belanja daerah merupakan proses secara keseluruhan yang mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD, terdiri dari beberapa tahapan proses pelaksanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2003 serta Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 	
1. Anggaran belanja daerah disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD dilakukan untuk perencanaan, penganggaran dan pengawasan paling lambat dilaksanakan akhir bulan Mei.
2. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. 
3. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahung anggaran berikutnya. 
4. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD. 
5. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. 
6. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. 
7. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. 
8. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun berikutnya. 
9. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya pada awal Desember untuk pengesahan atau satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 

2.1.3.4	Hubungan Otonomi Daerah Dengan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 
Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Otonomi daerah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Dengan diterapkannya otonomi daerah maka setiap daerah memerlukan kesiapan, seperti: Perencanaan pembangunan daerah yang terarah, termasuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah. Menurut Widjaja, berpendapat bahwa:
“Otonomi daerah dibutuhkan dalam rangka  pelaksanaan (pengelolaan) anggaran belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.”
(2007:258)

	Berdasarkan pengertian diatas maka dengan demikian cukup jelas bahwa terdapat keterkaitan antara Otonomi Daerah yang berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah. Hubungan otonomi daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan peraturan dengan pelaksanaan anggaran belanja daerah bagi para pengguna anggaran, dimana dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
a. Membuat kebijakan dan perencanaan
b. Menentukan pendapatan dan pengeluaran 
c. Mengotorisasi pengeluaran yang akan datang.
d. Menyediakan dasar pengawasan pendapatan dan pengeluaran.
e. Koordinasi aktifitas dari fungsi organisasi.
f. Memotivasi pemerintah.
g. Menyiapkan standar untuk evaluasi pekerjaan.


2.2  Kerangka Pemikiran 
		Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi didalam dan luar negeri. Kondisi didalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Dilain pihak, keadaan diluar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya peningkatan kemandirian pemerintahan daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah. 
	Menurut Mardiasmo, berpendapat bahwa:
“Otonomi Daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.”
(2004:19)

Sedangkan menurut Rozalli Abdullah, menjelaskan bahwa:
“Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal.”
(2005:65)
Dari Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat guna meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi.
Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menentukan keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Indra Bastian, adalah sebagai berikut:
1. Daerah dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan semakin efektif dan efisien. Untuk ini dapat dilihat dari kemampuan manajerial, kemampuan keuangan, kemampuan didalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mendorong prakarsa serta peran masyarakat semakin meningkat.
2. Aspirasi masyarakat selalu diserap, diolah, dan ditindaklanjuti.
3. Pelayanan masyarakat sesuai standar.
4. Kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, keadilan dapat dijamin dan terpenuhi.
5. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riel.
6. Adanya kecenderungan meningkatnya kreatifitas Pemda dan masyarakatnya.”
 (
“
)(2006:342-343)
Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan begitu, setiap daerah memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu yang relatif terhadap daerah lainnya. Keotonomian daerah memungkinkan daerah mengekploitasikan keunikannya semaksimal mungkin, sehingga keunggulan komparatif dan bahkan bisa juga keunggulan akan muncul didalam  persaingan secara global.
Pemerintah daerah wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rencana kerja untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Penganggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. 
Menurut Indra Bastian, berpendapat bahwa:
	“Anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.” 
(2006:164)
Sedangkan menurut Mardiasmo, berpendapat bahwa:
“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.”
(2004:61)
	Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan  bahwa anggaran belanja daerah adalah sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode  di masa mendatang. Proses anggaran umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Menurut Mardiasmo, aspek-aspek yang harus tercakup dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah, meliputi:
1. Aspek Perencanaan;
2. Aspek Pengendalian;dan
3. Aspek Akuntabilitas Publik.”
(2004:61)
 (
“
)Menunjukkan bahwa paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah adalah sebagai berikut: Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work better and cost less), Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran, Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan, Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money. 
	Secara teoritis, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri anggaran pengeluaran rutin dan pembangunan, merupakan salah satu tolok ukur utama dalam menilai kualitas otonomi daerah yang dimiliki. Atau dengan kata lain, kemampuan Pemda dalam penerapan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan mengelola anggaran belanja daerah secara efisien dan efektif. (Indra Bastian dikutip dari Rondinelli, McCullough dan Johnson, 2006:364).
	Dengan demikian, bila semakin besar ‘subsidi’ pemerintah pusat terhadap anggaran belanja daerah, maka akan mengakibatkan semakin meningkatnya ‘ketergantungan’ pemerintah daerah terhadap pusat yang pada akhirnya akan memperlemah eksistensi otonomi daerah Sejalan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah, dan UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Anggaran) dan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah (Anggaran) dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.   
Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh otonomi daerah terhadap anggaran belanja daerah yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.1 
Penelitian-Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama Peneliti
	Tahun 
	Judul
	Kesimpulan
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Adha Dewi
	2006
	PENERAPAN AKUNTANSI BIAYA PADA ANGGARAN 
BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG
	Dalam anggaran kinerja yang digunakan oleh pemerintah daerah saat ini, 
unit cost seharusnya dapat terlihat, namun pada kenyataannya, masih banyak 
daerah yang belum menjalankan anggaran berbasis kinerja ini secara benar. 
Belanja atau pengeluaran yang dilakukan suatu unit kerja/dinas/instansi belum 
dikaitkan dengan program yang hendak dicapai.

	Penelitian mengenai Anggaran Belanja Daerah serta bagaimana pelaksanaannya.
	· Objek Penelitian
· Teori Penghubung
· Variabel X yang digunakan oleh Adha Dewi yaitu Penerapan Akuntansi Biaya sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai otonomi daerah sebagai Variabel X


	2.
	Astiwi
	2001
	PELAKSANAAN PENGENDALIAN TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
	Dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa pengendalian terhadap 
pembebanan biaya dalam pelaksanaan aktivitas dari berbagai unit/dinas/instansi
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilakukan dengan anggaran belanja daerah dengan program yang akan dicapai. 

	Penelitian mengenai Anggaran Belanja Daerah 
	· Objek Penelitian
· Variabel X  


 (
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
)
 (
meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah
)


 (
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
) (
UU No. 32 Tahun 2004
)

 (
Otonomi Daerah
)
 (
Anggaran Pendapatan 
) (
Anggaran Belanja
)
 (
Indikator:
Daerah dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan semakin efektif dan efisien.
Aspirasi masyarakat selalu dapat diserap, diolah, dan ditindaklanjuti.
Pelayanan masyarakat sesuai standar.
Kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keadilan, dapat dijamin dan terpenuhi.
Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riel.
Adanya kecenderungan meningkatnya kreatifitas Pemda dan masyarakat.
)
 (
Belanja Tidak Langsung
) (
Belanja Langsung
)

 (
Aspek Perencanaan
Aspek Pengendalian
Aspek Akuntabilitas Publik
)






 (
Otonomi Daerah Berpengaruh Terhadap 
Pelaksanaan 
Anggaran Belanja Daerah 
)


Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran 

2.3	 Hipotesis
	Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dengan anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang disajikan penulis adalah “Otonomi Daerah Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Kota Bandung”.





